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Dalam pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakamusiepga oleh KPUD,
maka timbul suatu pertanyaan tentang bagaimanangabuKPU dengan KPUD
dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung dan WetudKPU dengan KPUD
dalam melaksanakan Pilkada secara langsung.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalatodaéogi yang dapat
dikatakan sebagai usaha untuk mencari, menemukagngembangkan dan
menganalisis permasalahan yang disajikan sehinggabentuk satu skripsi yang
kongkrit. Tipe penelitian dalam penulisan ini memgakan tipe penelitian normatif
yang artinya permasalahan diangkat dan dibahassenhn peraturan perundang-
undangan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsadalah pendekatan
yuridis-normatif dan pendekatan historis. Penuligaj menggunakan dua golongan
sumber bahan hukum vyaitu sumber bahan hukum pryaeg merupakan bahan
hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyairitds. Bahan ini terdiri dari
perundang-undangan, catatan resmi/risalah dalanbyegian perundang-undangan
dan putusan hakim. Sumber bahan sekunder yaitipdesemua publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen resmi contokagaus hukum, komentar
dan putusan pengadilan. Penyusunan kerangka pesdamhdalam rangka
menganalisis bahan hukum dari permasalahan yaagkdis menggunakan analisis
diskriptif-kualitatf.

KPU adalah suatu lembaga indenpenden yang bertogkdksanakan Pemilu
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,yadd diadakan setiap lima tahun
sekali. Dasar hukumnya adalah pasal 22E UUD 194bNd.12 Tahun 2003 Pasal 1
ayat 3, Pasal 15 ayat (1), (2), Pasal 17 ayat(?2)),UU No. 23 tahun 2003 Pasal 9
ayat (1), (2). sedangkan untuk KPUD dasar hukunaaljgdah UU No. 32 Tahun 2004
Pasal 1 ayat (21), Pasal 57 ayat (1) dan PP Nahu61t2005

Kedudukan KPUD dalam Pilkada secara langsung d&asal 57 UU No.32
tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah adalah sgbagmcana, pelaksana, dan
penyelengara Pilkada. Sedangkan KPU dalam UU Nol&fin 2004 dan juga PP
No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, PengesaharaRgkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak menyapumengenai tugas dan
wewenang KPU secara rinci.

Sebagai saran dalam penulisan Skripsi ini adalatygéenggaraan Pilkada
secara langsung tidak diberikan sepenuhnya kep&dil#Dknamun ada baiknya KPU
diberi peran yang strategis sehingga hubungan larjara penyelenggara tingkat
nasional (KPU) dan tingkat lokal (KPUD) tetap tgga Dengan demikian ada
hubungan yang jelas antara KPU dan KPUD.
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